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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan
tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional, perlu dilakukan deregulasi
kebijakan;

bahwa  untuk  melakukan  deregulasi kebijakan
sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan
pengkajian dan evaluasi produk hukum di lingkungan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional;

bahwa sebagai hasil pengkajian dan evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat produk
hukum yang substansinya telah diatur dalam peraturan

yang baru atau sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu
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Mengingat

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
tentang Pencabutan Produk Hukum di Lingkungan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 694)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
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Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1158);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENCABUTAN
PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

(1) Mencabut dan menyatakan tidak berlaku produk hukum
berupa peraturan menteri, peraturan kepala, keputusan
menteri, keputusan kepala dan surat edaran dalam
Peraturan Menteri ini.

(2) Peraturan menteri dan peraturan kepala yang dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
1975 tentang Penggiatan Pendaftaran Tanah dan
Pemberian Sertipikat dalam Rangka Pengukuran
Desa Demi Desa Menuju Desa Lengkap sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
1977 tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar
Isian di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah dan
Pendaftaran Tanah;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan
Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin
Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan
Bagi Perusahaan-Perusahaan yang Mengadakan
Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1968;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun

1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata
Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas
Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin
Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-
Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk
Keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah
Kecamatan;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pengaturan
Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara
Swadaya;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995 tentang
Perubahan dan Penyempurnaan Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991
tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek
Landreform Secara Swadaya;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang
Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam
Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4
Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang
Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah
Negara;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Penghentian Pungutan-Pungutan Tertentu di Bidang

Pertanahan;
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Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Tata
Kerja Staf Khusus;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sungai
Penuh Provinsi Jambi;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok
Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten
Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe
Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton
Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba
Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba
Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan
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